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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.KESIMPULAN 

Pasal 33 ayat UUD 1945 yang mengatur tentang perekonomian negara telah 

mengamanatkan bahwa cabang-cabang ekonomi yang penting bagi negara dan yang 

menguasai hajat hidup orang banyak serta bumi dan air dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat. Berdasarkan tafsiran Mahkamah Konstitusi, makna menguasai salah satunya 

adalah negara merumuskan kebijakan (beleid) dan melakukan pengaturan 

(regelendaad). Hal ini berarti penguasaan dari cabang-cabang ekonomi yang penting 

dilakukan oleh negara dengan salah satunya mengeluarkan kebijakan atau pengaturan 

untuk memanfaatkan sumber daya tersebut demi kemakmuran rakyat 

Salah satu cabang ekonomi dan sumber daya alam yang penting adalah sektor 

pertambangan. Oleh karena itu, perlu ada pengaturan terkait pemanfaatan sektor 

pertambangan yang diwujudkan dengan keberadaan hukum pertambangan, yaitu 

kaidah yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian 

(tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau 

badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang). Salah 

satu wujud dari eksistensi hukum pertambangan adalah keberadaan UU Minerba yang 

mengatur pemanfaatan sektor pertambangan berupa mineral dan batubara. 
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Bentuk pemanfaatan mineral yang diatur dalam UU Minerba salah satunya berupa 

pengaturan tentang pengolahan dan pemurnian mineral. Pengolahan dan Pemurnian 

adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/ atau 

batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan. Ketentuan ini 

tercantum dalam UU Minerba karena dilatarbelakangi oleh penjualan mineral mentah 

besar-besaran ke luar negeri sebelum UU ini diterbitkan. Mengingat bahwa mineral 

merupakan salah satu sumber daya alam tak terbarukan, tentu penjualan mineral 

dalam bentuk mentah ke luar negeri akan menimbulkan kerugian bagi Indonesia. 

Kerugian tersebut disebabkan oleh mineral mentah yang dijual ke luar negeri masih 

mengandung banyak mineral berharga di dalamnya yang seharusnya apabila 

dimurnikan terlebih dahulu di dalam negeri, maka akan menambah nilai ekonomi dari 

mineral yang diekspor tersebut bagi Indonesia. 

5.1.1 Sinkronisasi Pengaturan tentang Pengolahan dan Pemurnian Mineral di 

dalam Negeri 

Mengingat bahwa banyak manfaat yang dihasilkan apabila mineral diolah dan 

dimurnikan terlebih dahulu di dalam negeri sebelum diekspor ke luar negeri, di dalam 

UU Minerba khususnya pada pasal 103 ayat (1) dan Pasal 170 mengamanatkan 

bahwa pemegang IUP, IUPK Operasi Produksi dan KK wajib melakukan pengolahan 

dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri. Apabila dicermati, ketentuan 

dalam UU Minerba ini bersifat wajib baik bagi pemegang IUP, IUPK Operasi 

Produksi, dan KK yang artinya perusahaan tambang tersebut harus melakukan 

pemurnian di dalam negeri sesuai amanat UU Minerba. Katentuan mengenai 

pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri lebih lanjut diatur dalam PP dan 

Permen ESDM yang terakhir diperbaharui dengan adanya PP 1/2017 dan Permen 

ESDM 5/2017. PP 1/2017 yang didalamnya turut mengatur mengenai pengolahan dan 

pemurnian mineral di dalam negeri telah membuka celah untuk diadakannya 

penjualan ke luar negeri dalam bentuk mentah. Hal tersebut terlihat dari Pasal 112C 

yang didalamnya memuat ketentuan bahwa terdapat batasan minimum pengolahan 
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dan pemurnian serta penjualan ke luar negeri akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan 

Menteri, padahal UU Minerba secara tegas menyatakan pengolahan dan pemurnian 

adalah wajib yang artinya seharusnya tidak ada batasan dalam melakukan pengolahan 

dan pemurnian tersebut melainkan seluruh mineral yang hendak diekspor wajib untuk 

dimurnikan terlebih dahulu. 

Keberadaan PP 1/2017 kemudian diturunkan dalam Permen ESDM 5/2017 yang 

didalamnya memuat ketentuan yang memberikan kelonggaran bagi nikel dan bauksit 

dengan kadar tertentu dan syarat tertentu bagi pengusaha pertambangan untuk dapat 

mengekspor nikel dan bauksit yang belum dimurnikan ke luar negeri. Dengan 

ketentuan yang terdapat dalam PP 1/2017 dan Permen ESDM 5/2017 yang 

memberikan kelonggaran bagi pengusaha pertambangan untuk dapat mengkespor 

mineral mentah tertentu ke luar negeri, hal ini berarti telah melenceng dari ketentuan 

yang diamanatkan oleh UU Minerba yang mewajibkan bahwa dalam waktu 5 tahun 

sejak UU Minerba disahkan, seluruh mineral harus terlebih dahulu dimurnikan 

sebelum diekspor ke luar negeri. Artinya, dapat disimpulkan bahwa keberadaan 

pengaturan tentang pengolahan dan pemurnian mineral secara vertikal mulai dari UU, 

PP hingga Permen ESDM tidak memiliki sinkronisasi satu dengan yang lainnya. 

Dengan tidak adanya sinkronisasi antara UU dengan peraturan di bawahnya yang 

masih memberikan kelonggaran bagi perusahaan tambang untuk mengekspor mineral 

mentah ke luar negeri, maka cita-cita untuk adanya peningkatan nilai tambah yang 

akan memberikan keuntungan ekonomis bagi negara pun akan sulit terwujud. 

5.1.2 Sinkronisasi Pengaturan tentang Pengolahan dan Pemurnian Mineral di 

dalam Negeri Terhadap Kebijakan Ekonomi Indonesia dalam Sektor 

Pertambangan Mineral. 

Selain ditinjau dari sinkronisasi secara vertikal, aspek yuridis pengolahan dan 

pemurnian mineral dapat pula dikaji dari segi daya dukungnya dengan kebijakan 

ekonomi pemerintah. Dalam pembahasan ini, kebijakan ekonomi tersebut 

dikerucutkan dalam RPJPN dan RPJMN yang menjadi pedoman dalam melaksanakan 
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pembangunan Indonesia, yang salah satu ada dalam bidang perekonomian. Di dalam 

RPJPN dan RPJMN, diatur mengenai arah pembangunan dalam sektor perekonomian 

yang didalamnya memuat arah dalam sektor pertambangan, karena sektor 

pertambangan merupakan sektor yang berpengaruh dalam perekonomian negara. 

RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2015-2019 berisi arah dalam pemanfaatan sektor 

pertambangan yang didalamnya mengamanatkan adanya peningkatan nilai tambah 

dari sektor pertambangan. Artinya, RPJPN dan RPJMN yang terkait dengan 

peningkatan nilai tambah sektor pertambangan dapat disimpulkan telah selaras 

dengan UU Minerba dengan semangat agar produk tambang yang dihasilkan 

memiliki nilai tambah yang dapat berpengaruh pada perekonomian dan penerimaan 

negara. 

Namun, melihat aspek yuridis dari pengolahan dan pemurnian mineral yang tertuang 

dalam PP 1/2017 dan Permen ESDM 5/2017 sebagai peraturan pelaksana tidak 

memiliki sinkronisasi dengan UU Minerba karena didalamnya masih memuat 

ketentuan yang ditujukan bagi perusahaan tambang untuk mengekspor mineral 

mentah ke luar negeri, maka dapat disimpulkan bahwa aspek yuridis dari pengolahan 

dan pemurnian mineral tidak mendukung kebijakan ekonomi Indonesia dalam sektor 

pertambangan yang tertuang dalam RPJPN dan RPJMN karena RPJPN dan RPJMN 

mengamanatkan untuk adanya peningkatan nilai tambah dalam sektor pertambangan. 

5.2.SARAN 

 

Berdasarkan kesimpulan diatas, bahwa terkait pengaturan mengenai pengolahan dan 

pemurnian mineral di dalam negeri saat ini tidak memiliki sinkronisasi antar aturan 

baik secara vertikal maupun dengan aturan lain yang berkaitan seperti RPJPN dan 

RPJMN, maka penulis menyarankan: 

Pertama, mengingat tidak adanya sinkronisasi vertikal antara peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang pengolahan dan pemurnian mineral sehingga 

memiliki dampak pada tidak tercapainya tujuan wal dari adanya pengaturan tentang 



129 

 

pengolahan dan pemurnian mineral yaitu untuk menambah nilai ekonomis dari 

mineral yang hendak diekspor, ada baiknya sebagai langkah preventif dan sangat 

penting, pembuat peraturan pelaksana dalam hal ini pemerintah perlu untuk 

memahami terlebih dahulu mekanisme dan manfaat pengolahan dan pemurnian 

mineral di dalam negeri dan dampaknya bagi perekonomian Indonesia agar 

pemerintah mengetahui pentingnya kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral di 

dalam negeri untuk diterapkan secara tegas. 

Kedua, melihat tidak adanya daya dukung dari peraturan pelaksana menganai 

pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri terhadap kebijakan ekonomi 

Indonesia dalam sektor pertambangan mineral yang dalam hal ini dikerucutkan dalam 

RPJPN dan RPJMN, maka dalam membuat peraturan baik pada tingkat Undang-

Undang maupun peraturan pelaksananya, DPR maupun pemerintah perlu mengacu 

pada RPJPN dan RPJMN yang sedang berlaku agar peraturan yang dikeluarkan 

sesuai dengan arah pembangunan yang telah ditetapkan. 

Ketiga, berdasarkan pendapat penulis yang menyimpulkan bahwa PP 1/2017 dan 

Permen ESDM 5/2017 telah bertentangan dengan UU Minerba dan RPJPN serta 

RPJMN, maka perlu ada peninjauan kembali dari pemerintah terhadap PP 1/2017 

khususnya pada Pasal 112C dan Permen 5/2017 khususnya pada Pasal 10 yang 

mengandung ketentuan masih diperbolehkannya ekspor mineral mentah ke luar 

negeri. Apabila secara meyakinkan ketentuan di dalam PP 1/2017 dan Permen ESDM 

5/2017 memang ada yang bertentangan dengan UU Minerba maupun RPJPN dan 

RPJMN, maka pasal dalam PP 1/2017 dan Permen ESDM 5/2017 tersebut harus 

dikaji kembali dan direvisi oleh lembaga eksekutif serta disesuaikan dengan peraturan 

yang lebih tinggi yaitu UU Minerba maupun acuan lainnya yaitu RPJPN dan RPJMN 

yang menjadi salah satu pedoman dalam pembangunan ekonomi melalui sektor 

pertambangan sebagai sektor pendukung dengan menutup segala kemungkinan bagi 

perusahaan pertambangan untuk mengekspor mineral mentah ke luar negeri. 
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Keempat, mengingat UU Minerba telah mengamanatkan bahwa pengolahan dan 

pemurnian mineral di dalam negeri sifatnya adalah wajib, maka perlu ada ketegasan 

Pemerintah Indonesia dalam  menegakan kewajiban pengolahan dan pemurnian 

mineral di Indonesia dengan mengesampingkan alasan-alasan pribadi dan politis demi 

tercapainya tujuan pengolahan dan pemurnian mineral yang akan berdampak pada 

perekonomian Indonesia. 

Kelima, peran pemerintah dalam mewujudkan pengolahan dan pemurnian mineral di 

dalam negeri sangat dibutuhkan dan harus ditingkatkan dengan cara turut andil dalam 

mendukung pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter). 

Dukungan tersebut dapat berupa insentif bagi perusahaan yang telah menjalankan 

kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral atau dukungan berupa pembangunan 

sarana dan prasarana serta infrastruktur yang memadai seperti jalan, jembatan, 

pelabuhan, aliran air, aliran listrik, dsb. yang dapat mendukung jalannya fasilitas 

pengolahan dan pemurnian mineral. 

Keenam, dengan pertimbangan bahwa penegakan hukum terkait dengan distribusi 

barang ke luar negeri masih lemah, maka pemerintah perlu untuk meningkatkan 

pengawasan penjualan mineral ke luar negeri agar tidak ada penyelundupan bahan 

mineral mentah secara illegal yang menyebabkan kerugian bagi negara.
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